
BUFATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTANA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2{123

TENTAI$G
KEDUDUKAIT, SUSU!{Altt ORGASUSASI, TTTGAS DAN tr.Ulrcsr SERTA TATA Xtn r*

DISAS PEI$GEUDALIAIIT PTIITDUDUI( DAIT I{TLUARGA BERTIICAITA
ITABUPATEIT HALMAHERA BARAT

DEi{GAN RAHMAT TUI"{AN }?NG MAHA ESA

BUPATI HALMAHtrRA BARA'I,

I\4enirnbang :a. bahrl',a untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf'd angka 3 Pera"turan
IJaerah Kabupaten l{air:rahera Barat Nornor 2 Tahun 2A23 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten l{almaherra Barat
Nc-rmor 6 Tahun 2{}1(t tentang Pembentukarr ctan Susunan Perangkat
Daerah l{abupaten l{almahera Rarat dan ketentuar: Pasal 2B.B Peratur:an
Bupati }{almahera Rarat Nomor 77 'fahun 20'23 tentang Pen.ibahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Flalmahera Barat. Nomor 1O Tahun 2$16
tent-ang Stri:ktur Organisasi Perangkat Daerah i(abupaten Haknahera
I3arat, rnaka perlu dijabarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da-n
Fungsi serta Tata Ke4'a Dinas Pengendal.ian Pentluduk dan Keluarga
Berer:cana I(a trupaten Fl;rlmaher"a Barat rlengan Peratr.uran lSupati ;

b. bahwa trerdasarkar: pertimbangan sebagaimana dimaksud pada humf" a"
perh: menetapkan lreraturan }3upati l{almahera Barat tentang Keclurlukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Fengendalian Penduduk dan Keluarga i3erefi.cana Kabupaten Halmahera
Barat.

l*{engingat: 1. Undang-unrlang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Nomor 23 l)arurat Tahun 1957 tentang Pembentukan l)aerah-Daerah
Srvatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilaysh Daerah Su,atantra llingkat 1

Matruku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 46 Tahiin 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Rurr dan Kabupaten Maluku Tenggara [larat;

3, Undang-undang Ncmc,r 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halrnahera {Jtara, I-{aknahera Selatan,Kepulauan Sula, Halmahera Tirnur
dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Llndang-Undairg lt{orror 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daer"ah;
7. Peraturan Menteri l)alarn Negeri Nomor 120 Tahun 20i I tentarrg

Pembahan Atas Peratr-rran Menteri l)a1am Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Procluk Hukum Daerah;

L Peraturan Menteri Dalam Neged Nomcr 90 Tahun 'Z3lq tentang Klasiiikasi,
Kodefikasi, Nomenklatur, Perencamaan Pembangunan dan Keuangan
l)aerah;

9, Peraturan Kepala Ifinas Kependuclukan dan Keluarga Bernncana Nasional
Nomor 163 Tahun 2016 tentang Petloman Nomenklatur, Tugas dan Fr-rngsi
Dinas lrengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c1i Daerah Provinsi,
dan Daerah KabupatenIKota;

10. Peraruran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2A21 tentang Penyetaraan
.Jabatan Adrninist.rasi ke Dalarrr Jatrata"n Fungsional;

11. Peraturan Menteri Periclayagun&an Aparatur Negara dan I{efrlrmasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun '2021 tentang Pen-vederhanaail Struktur
Grganisasi pada Insta nsi Pemerintah untuk Penl,ederhanaan Birokrasi;



12" Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nrimor 6 Tahun 2A76
tentang Susunan Organisasi Perangkat Ilaerah Kabupaten I'Ialmahera
Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halrrrahera lJarat i{omor' 2 Tahun 2021
tentang llerubahan Atas Perilturan ffaerah Kabupalen Halmahera Barat
ISomor 6 Tahuri 2016 tentang Pemtrentukan dan Susunan Perar:gtr<at
Daerah Kabupaten }{almahera Barat;

14. Peraturan Daernh Kabupaten Halmaheril Elarat Nomor 2 Tahun 2O23
tentang lrerubahan Kerlua Atas Peraturan f)aerah Kai:upaten F{ahnahera
Barat I'lomor 6 Tahun 2016 tentang Fe*rbentuk*n dan Susunan Perangkat
If aerah Kabupaten l{alrnahera Barat;

15. Peraturan Rupati Halmahera Barat Nr-rmor' 10 'fahun '2016 ter:tiurg
St-ruktur Organisasi Ferangkat Daerah Kabupaten Hahnahera Rarat";

16. Pera[uran ]3upati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun '2021 tentang
Pe rulrahan Ketiga Atas Pe rafirran Bupati i{almahera Barat Nornor 1*
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah i{abupalen
Halmahera Barat;

17" Peraturan Bupat"i Haimahera Barat Nomor 17 llairun 2A2?: tenta&g
irerubahan Keempat Atas Per-aturan I3upat"i l{almahera Barat Nom*r 10
Tahrin ?016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Flahna hera ilarat.

h4trMUTUSKAN:

Menetapkan : PtrR{TURAN IIUPATI I{ALMAI{trRA BAitqT TtrNTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGAN}SASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN I{ELUARGA BtrRENCANA
I{ABUPATEN HALMAHERA BARAT

EAB I
KETIIIITUAN UMUM

Pasal 1"

Ilalam Peraturan Rupati ini,vang dimaksucl dengan :

1. ilaerah a<la1ah Kabupaten l{almahera l3arat;
'2. Pemerintah Daerah adalah Pemeintah Kabupaten llalmahera Barat;
3. Rupati adalah Bupati }-Iaknahera l3arilt";
4. Sekl'etaris lJaerah arialah Sekletaris Daerah Kabupaten Haimahr:ra Barat;
5. Dinas arlalah l)inas Pengenclalian Penduduk dan Keluarga LJelencana l{abupaten

Flalmahera Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengenrlalian Penrlurluk rlan Keluarga Bcrencana

Kabupaten Halrnahera Barat;
7. Sekretaris adaiah Sekretaris pada Dinas tsengendaiian Penduduk dan Ketruarga

Berencana Kabupaten Halmahera Banat;
B. Bidang adalah Bidang pacla l)inas Pengenclalian Pendueluk rlan Keluarga Rer*ncana

Kabupat"en l lalmahera Barat;
9. Kelolnpak .Iabatan Fungsional adalah Kelompok Fegau,'ai ASN y:rng lrleillpunvai tugas

urelaksanakan sebagian tugas $esuai dengan keahlia* rlan kebutuhan;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adaiah Unit Pelaksana 'feknis Dinas pacla Dinas

Perigendalian Fenduduk dan Keluarga iSerencana yang selanjutnya disingk*t UP'l'D.

BAB II
I{PDUDTTI{AN DAII SUSUNAI{ OR,GAIIISASI

Bagian Kesatu
?(edudukan

Fasal 2

i1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga RerencanA mfrupakan Llnsur pelaksana
lll-Lrsan pernerintahan di tridang Pengendnlian Fenducluk dan Keluarga Berencana.

i2) ilinas sebagaimana ciimaksud pada ayat i1) dipimpin r:leh Kepala lfinas 3rallg
trcrkedudukan ditlawah dan bertanggung jawaLr kepada Bupati rnelalui Sekretaris
Daerah.

d



Bagian I(edua
Susunan Organisasi

Pasal 3

{1} Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penrluduk dan Keluarga Berencafia, terdiri
atas:
a. Hepala Dinas;
b. Sekretariat, membalr.ahi: Sub Bagian Umum dan Kepegau,,aian;
c. tsidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
11. Ridang l(eluarga Berencana;
e. Ridang Ketahaniln dan Kese.jahteraan Kelt-larga;
i. Utrit Peiaksana'l'eknis;
g, Kelompok Jairatan Fungsional.

i2) Bagan Struktur Organisasi llinas Pengenrlalian Penduduk dan Keluarga Relencana
sebagairiana dimaksud parla a:,at {1), tercantum dalam Lampiran _vang merupakan
i:agian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK, FITSGSI DAI{ URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Hepala Dinas

Pasal 4

( 1 ) Kepala Dinas rnetrpun-yai tugas meilbantu Bupati melilksanakan urusan
pemerint.ahan yatg menjadi ker,v*nangan daerah dan tugas pembantuan di i;idang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereucana.

{2) Daiain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pacla a,vat i1), Kepala Dinas
mempunyai fungsi:
a. Perurausan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengendaliat

Penduduk dan Keluarga Berencana;
b" Felaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengendalian Penduduk rlan Keluarga

Berencana;
c. Pengkoordinasian, fasilitasi clan pengendalian pelaksanaau tugas dlnas;
d. Pembinaan terhaclap l-Init Pelaksana'l'eknis Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi iain vang dil:edkan oleh Bupati.

i-i) Lrntuk men-velenggarakan fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Kepala lfinas
rnempunyai uraian tugas:
a. Memimpin rlan rnengen<lalikan seluruh kegiatan di lingkul> Dinas Peng*ndnliari

I'enduiluk dan Keluarga Berencana;
b" Merumuskan kebijakan teknis elan menjabarkan Rencana Pemtrangunan Jangka

Fanjang, Rencana Pemtrangunan Jangka Menengah, dan Rencana Strategi
Kabupaten Halmahera Rarat dala*r lingkup tugasnya dalam bentuk rencaria kerja;

c. Mengkoordinasikan seluruh progi-arll Dinas dengan instansi terkait, stakehcider,
srv-asta dan masyarakat serta tingkat provinsi mauplrn pusat guila ter',r,ujue1n3,a
dokumen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. Mendelegasikan sebagiarr ke*,enangan kepada pejabat dibawahnya secara
beqienjang untuk kelancaran pelaksana an tugas;

e. Membina penyslsn*garaan tugas rli lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana sehingga pelaksanaan ti-rgas rlapat beqialan dengan baik;

f. Mer:garahkan dan memberi petunjuk kepada peja?:at dibarnahnya secfr1a
herjenjang agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;

g. Mengevaluasi dan menilai peiaksanaan trigas pejabat ditrawahnya secara
be{enjang sebagai bahan perntrinaan karier dan pengukuran kinerja;

h. Melaporkan petraksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebapiai
bahan pertanggungjawaban;

i. Memberikan sa.ran clan pefiimtrzlngan kelrada Llupati baik lisan maupufl. t-ertnlis
sebagai bahan pengambilau kebdakan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupali baik iisan mauplrlr tertulis
guna kelancaran pelaksarlaan tugas.

a



Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

{ 1} Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggllng
jarn,ab kei:arla Kepala Dinas, nlernpur\iai tugas pokok pemillusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian, pematrltauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi
perencanaan, pembinaan ketatausahaan, huki-rm, keuangan dan aset,
kerumahtangga.an? keriasama, kearsipan, dokumentasi, keorgarrisasian clan

ketatalaksarlaan, kehumasan dan keprot"okolan, kepegarvaian dan pelal'anan
aciministrasi di iingkungan Dinas serta pengkoordintrsian program dan kegiatan p*ri*
masing-masing bidang.

{21 Dalam menyelenggarakan tugas pnkok sebagaimana diuraksud parla a,rrat {1},
Sekretaris mem punyai fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi penyusrm&n rencana program dan anggaran di hiriang

Penge ndaiian Pencl uduk d an Keluarga l3erencana ;

i:. perencarlaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegar,vaian pada I)inas
I'engendal ian Penil ud uk rtran Kei"uarga l3erencana;

c. penveienggaran Sub Ragian lJmum rlan Kepegar,r,aian pada Djnas Pengenrlalian
Penrluduk dan Keluarga Berencana;

d. pengenrlalian, pernbinaan, evaluasi dan peiaporan Sub Bagian Utnurn rlan
Kepegar,vaian parla l)inas Pengenda.lian Pendudrik clan i{eluarga Berencana;

e. pengkoordinasian kegiatan $ub Bagian Umum dan Kepegau.aian dengan Bidang-
Biclang lingkup Dinas Pengendalian Penducluk dan Kehiarga Rerencana; rlan

f. pelaksanaan fingsi lain -yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dar-r

lungsinva.
{-i} Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksurl pacla a-yat {2}, Sekretaris

mempunyai uraian tugas:
a. Ulemimpin dan mengendalikan kegiatan bidang kesekretariatan berupa administr*si

utrr1uln, kepegarvaian, perlengkapan, pei:ryusunan program, keuatrgan, hubungan
mas_r/arakat dan protokoler pada lJinas Fengendalian Penrtuduk dan Kelnarga
Berencana;

h. Merurnuskan prCIgram urusall administrasi umum, kepegarvaian, perlengkap+r*"
pen3'Llsunan pro{1ram, keuangan, hubungan masyarakat <ian prot.oknler setlaryai
pedornan pelaksanaan kegiatan;

c. Mengkoorrlinasikan tugas rlengan Kepala l3idang dan di iingkup Dinas Pengendalian
Penduduk rlan Keluarga Berencana guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Membina penyusunan teknis operasionai kerja di lingkup Sekretariat trerdasarkan
program,yang ditetapkan;

e, Memberikan inforrnasi kepada mas3.-arakat mengenai selrtruh kegiatan Dinas guila
tersosialisasinya prcgram yang telah clitetapkan;

f. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian sesuai tugas dan fu,rngsi guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
Memberi petunjuk kepad,a Kepaia Suh Bagian berdasarkan pedcman kerja agar
terhindar dari kesalahan;
l.{engevaluasj clall rnenilai pelaksanaan tugas Kepaia Sub Bagian sebagai hahan
pembinaan knrter;

i. I!{elaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala llinas haik lisan lnaupllll tertull*
sebagai ba han pertirnggungjzrrvabam;

j. h,{emberikan saran rlan pertimbangan kepnda Kepaia l}inas balk lisan Inailpul1
tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan;

k" Melaksanakan tugas lain yang cliberikan oletr Kelrala Dinas baik lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Daiam melaksanakan tugas pokok, lungsi dan uraian tr-lgas sei:agairnana pacla a)'at

i1l, {2} dan {3}, Sekretariat l}inas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencara:
urertbanvahi:
a. Sub l3agian Umurn clan Kepegar,l'aian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

trb'

n.

a.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 6

{i} Sub Ragian Umum dan Kepegau.aian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagiat -yan-gl:erada di baw'ah dan bertanggung jawab kepada Sekret.aris yarlg mempunyai tugas
pokok rnelaksanakan pengelolailn urusan surat firenyulat, kearslparr, kepustakaan.
kehumasan dan protokol, barang milik daerahlaset <lan rumah tilngga, pen-viapan
kebutuhan pegaw.ai, pembinaan dan pengembangan pegar,r.ai serta administrasi
kepegar,vaian lainnt a.

lJi ilaiam menyelenggarakan tugas pckok sebagaimana rlimaksud pada a_l.at (1i, Kepala Sut:
Bagian Umum dan Kepegaw-aian mempun-yai fungsi:
a. pen-y-lisunan bahan peiaksanaan pelaVanan Kepegar.vaian, Umum, kelembagaan serta

ketatalaksanaal4
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpristakaan, kehumasan.

keprotokolar:, barang nilik daerah/aset, rurnah tangga kedinasan dan arirninisirasi
kepegarvaian;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evah-rasi dan pelaporan capaian kinerja Sub i3agian Umum

dan Kepegau,aian; dan
e. peiaksanaan frrngsi lain .r,'ang dibedkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinyr,a.
i3] Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada &yat {2}, Kepala Sub l}agiar:

Umurn dan Kepegawaian merlpunvai uraian tugas:
a" Memimpin pelaksanaan kegiatan SuLr l3agian LJmum dan Kepegawnian;
b. Menvusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ber"dasarka.n

program setiagai pedoman kerja;
c. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Birlang di lingkr-rp Dinas guna

kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Mencatat, mengaclakan, mendistribusikan, menyirnpan, merawat barang rlnn atrat

kantor serta men),ampaikan usul penghapusan trarang;
e. Mengul'ns pen,verliaan fasilitas rapat dinas dan upacara kantor serta penyusullan

rtsalah rapat;
i. Mengarsipkan surat dan dokumen dinas lainnya guna tertib adrninistrasi;
g. IVleiaksanakan urusan rumah tangga dinas _yang menyangkut dengan ketertii:an,

keindahan, keamanan, penerimaan tamt'l, termasuk rnengatur penggunaalr alat
komunikasi, air, listrik;

h. Membagi tugas kepada bar,vahan di lingkup Sub I3agian lJrnum dan I{epegawaian
guna kelancaran peiaksanaan tugas;

i. Mengatur dan memberi petnnjuk kepada staf di iingkup Sub Bagian Lrmurr darl
Kepe galraian agar terhindar r1a ri ke salahan;

j. Mengeloia aclmnistrasi kearsipan kepegawaian yang mcliputi Daftar Llrut
Kepangkatan {DUK) dan bezeting serta menyiapkan lSuku Jaga Kenaikan Fangkat
dan Buku.laga Kenaikan Gaji Berkala secara perir:dik;

k. fu{engh.irnpurl dan tnengelola bahan pustaka di bidang pengeloiaan keuangan unluk
membantu meningkatkan wawasan clan pengetahuan st-af;

1. Memeriksa, mengoreksi rlan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegau,aian agar cliperoleh hasil kerja yang mal<simal;

m.Menilai diln mengevaluasi ke{a barvahan di lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegaw'aian glrna pembinaan dan pengembangan karier;

n. Menghimpun dan mempr:lajait peraturan dan perundang-unctangan, kebijakan
lel<nis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas di lingkup Sub F3agiarr
Umum dan Kepegawaian sebagai landasan kerja;

c. IVlengirlentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub fSagian Umurr rlan
Kepe gaN,aian sebagai bahan pemecahaa urasalah;

p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan nlaupun tertulis setragai
bahan pertanggu ngj arva ban;

q. Mernberikan saran dan pertirnbangan kepada Sekretaris traik lisan maupurl tert.ulis
sebagai bahan penentuan kebijakan; rlan

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh Sekretaris baik lisan rnaupun terl-.u1is
guna kelancaran pelarksanaan tugas.

a-



Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan pergerakan

Pasal ?

i1) ISiclang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan clipimpjn oleh seorang
Kepala Bidang .yang bertanggunglatab kepaeia Kepala Dinas dan urempunyai tugas
pokok melaksanakan perllmusan dan pelaksanaan kebijakan cii bidang
Pengendaiian Pr:ndri ctuk, Penv uluha n rlan Perge raka n.

iZi Dalam melaksa.nakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), l3idang
Fengendalian Penducluk, Penyuluhan dan Pergerakar: menyeleng;4arakan fungsi :

a. Perulnusan kebifakan teknis daerah cli bidang pengrndalian penduduk, sistern
informasi keluarga, penl,uiuhan, arlvoka si dan perger:akan;

tr. Pelaksanaan rrorrrla, standa.r, prosedur dan kriteria di trlclang pr:ngendaliarr
penduduk, sistern intbrrnasi ketruarga, penyulnhan, advokasi rlan pergerakan;

c. Pelaksanaan pernaduan d;ln sii:kronisasi kr:bljakan pemertntah daerai: dalau
rangka pengenrlalian kuantita s pendudr-rk;

il. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendaiian penduduk;
e. pelaksanaan pemberdaynan rlan peuingkatan peran serta organisasi

keuas-varakatan tingkat claerah bidang pengenclalian penrlllrluk dar: KB;

g. Pelaksanaail. penlafitauan ctr:.n evaluasi di bieiang pengrndalian penduduk, sistem
inf,ar-rnasi keiuarga, peri.vuluhan, adv*kasi <lan pergerakan;

h. Pemberian bimbingan teknis dan iasilitnsi cli bidang pengendalian penduduk dan Kl3;
i. Pelaksanaan koordinasi claiarn peiaksana.tn tugasn-va; dan
j. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan tiingsinya"

i3) l)alam melaksanakan fungsinya sebagaimana tiimaksurl pada ayat {2}, I3idang
Pengendalian Pendudr"lk, Penyuluhan rlan Pergerakan mempltn_yai uraian tugas:
a. I\{emimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian l}enciuduk,

Fenyuluha.n dan Pr:rgerakan;
b. Irlerumuskan plCIgram dan kebijakan teknis bidang Fengendalian Penducluk,

Penyuhihan dan Pergerakan sebagai pedoillan kerjal
t:. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemtrimbingan di bidang Pengenriaiian

Pend r"rcluk, Pen-vuhrhan dan Pergerakan;
d. h{elaksanakan NSPK rii bidang Pengendaiian Penduduk, system informnsi keluarga,

penyuluhan advokasi dan pergerakan;
e. Melaksar:akan pernand.r"ran dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah llaerah daiam

ruang pengenctalian kuantitas perrrhidllk;
f. fulelaksanakan prrnetaan perkiraan (pararneter) per-igendahan penduduk rii claerah'
g. Melaksanakan pemantauan clan evaluasi rti trid,ang pengenrlalian penciudLrk, *r*ioo,

infbrrnasi keluarga, penvuluhan aclvokasi dan pergerakan;
h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan sekretads cian kepala l-riclang

di lingkup Dinas Fengendalian Penduduk dan Keluar51a Rerencana gllna kciancarar:
pelaksanaan t.ugas;

i. Meurbagi tugas kepada staf r1i lingkup bidang Pengendalian Penduduk. Ilenyuluhan
dan Pergerakan guna keiancaran peiaksanaan tugas;

j. Memlreri petunjuk kepada staf di lingkup bidang Pengendalian Penduduk,
Penv'uluhan dan Pergerakan berclasar:kan tugas rlan fungsi asar terhindar dari
kesa,lahan;

k. Mengatur pelaksaarr lugas staf diiingkup bi<trang Pengendalian Pendurluk,
llenyuluhan dan Pergerakan untuk mengetahui kesesuaian dengan arahac yang
rliberikan;

i. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf d,ilingkup bidang Pengendalian
Penctrtrduk, Penyuluhan dar: Pergerakan sebagai bahan pe*ri:rinaan dan
penger:rbangan karier;

rn. Melaporkan pelaksaneran tugas kepada Kepala Dinas haik lisan maupltsl tertulis
sebagai bahan pertanggungjarvaban;

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Ilinas baik lisarl maupur-l
tefin lis sehagai bahan pengarnhilan keput$san;

<:. L,{elaksanakan tugas iain yang diberikan Kepala i}inas Lraik lisan filal1plrn tertrilis
Suna rrremperlancar pelaksarl.aal tu6as"

6 d



(i,
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Bagian Keempat
Bidarrg Keluarga Berencana

Pasal I

Bidang Keluarga Berencana ciipimpin oleh seorang Kepaia Bidang -yarlg
irertnnggungiawab kepada Kepala Dinas dan mernpunS.ai t.ugas pokok melaksanakar
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bitiang Keluarga l3erencana"
Ilalam melaksrinakan t.ugas sel-iagaimar:a climaksud par.La ayat (1), Bidang Keiuarga
ISerencana menvelenggarakan fhngsi :

a. Perumusan kebijakan tekrris cti bidang Keluarga Berentarra;
b. Pelaksanaan kebijakan tekr:.is di Lriclang Keluarga l3erencana;
c. Pelaksanaan penSrelenggaraan norma. standar, prosedur dan kriteria bidarg

Keluarga }3erencana;
d. Pelaksanaan penerirnaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alai clan

obat kontr:asepsi;
e. Felaksanaan pelayanan Kl3;
L Pelaksanaan pernlrinaan kesr.:rtaan ber-Kl3;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Lrirlang Kcluarga Rer"encana;
h. Femberian Lrimbingan teknis dan fasilitasi iridang KB;
i. Pelaksanaan koorclinasi dalar:r pelaksanaarr tugasn--va;
j. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fr.rngsin-va.

Dalam melaksanakan fungsin,r,a sebagaimana dirnaksud pada a,vat {2}, }3idarrg Ketruar"ga

Ber encana mernpunyai uraian tllgas:
Memirnpin dan rnengenrtraUkan ;reiaksanaan tugas di bidang Keluarga lSerencana;
Merurnuskan prugram dan kebi-jakan teknis rii biclang Keluarga Berencana sel:agai
pedornan keqia;
Merryiapftan tiahan perabinaan rlan pernbimbingan di i:idang Keiuarga i:]erencana;
Melaksanakan NSPK di bielatig Keiuarga Berencana;
Melaksanakan penerimaan, pen5rimpanan, pengendalian <lan penrlist.tibusian aiat
dan obat kontrasepsl;

f" Melaksar:akan pelavanan KEl, slan perabinaan keseltaan ber-KFJ;
g. Metraksanaan pem&ntauan rlan evaluasi bidang Keluarga tr3erencana;
h. Mengkor:rdinasikan penyeler:ggaraan kegiatan dengar: sekretaris dan kepala bidang

di lingktip Dinas Pengendalian Penrluduk dan Keluarga Berencana guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

i. Membagi tugas kepada staf di lingkup biriang Keluarga Berencana gLlna kelancaran
pelaksanaan tugas;

:i" Memberi petunjuk kepada staf di lingkup bidang Keluarga Berencana berdasarkan
tugas dan fungsi ngar terhinrlar dari kesalahan;

k. Mengatur pelaksailn tugas staf clilingkup bidang Keluarga Berenca:ra untuk
rnengetahui kesesuaian dengan atahan yang diberikan;

i. Menilai rlan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dilingkup birlang Kebiarga
Berencana sebagai bahan pembiraan rlan pengembangan karier;

1n. Meiaporkan petraksanaan tugas kepada Kepaia Dfuras l:aik lisan maupun tertuiis
sebagai bahan per:tanggung;'au,aban;

n. Mernberikarl sarar] dan pertimbangan kepada Kepala
tertulis sebagai bahan penga rnbilan keputusani

o. Melaksanakan tugas lain 1'ang diberikan Kr:pala Dinas
guna rnerrrperlancar pelaksa{laAr} tugas"

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 9

i3)

a.
b.

C.

d.

Dinas baik Iisan maupun

baik lisan maupurl tertulis

{1} Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin
.yang bertanggungiaw'ab kepnctra Kepala Ilinas dan
melaksanakan perlimusan dan pelaksataan kebijakan
Keseja htelaa n Ketrua t'ga.
Daiam melaksanakan tugas sr-'bagai*rana riimaksu<l pada
clari Kesejaht.eraan Keli.rarga men-vetrengga raka n fungsi :

a. Perurnusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Kese,jahteraan Keluarga;
b. Pelaksa.naan norma, stanrlar, prosedur dan kriterja briclang Ketahanan rlan

Kesejahteraan Keluarga;
c. Pelaksana.an ketliiakan teknis bidang bina keluarga ba,lita;
11. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja;

r:leh seorang Kepala iSidang
mempnnyai t-ugas pak*k
cli l3idang Ketahanan rlan

ayat (li, Bidang Ketahr:nai:i2l



e. Pelaksail.aan keirijakan teknis birlang bina keluarga lansia dan rentan

i pelaksanaan t<eitgat an teknis bidang pemberdaya.an keluarga sejahtera lllelaiui
*saha rnikro keluarga;

g. Pelaksanaan pefilantauan clan evaigasi t"ridang Ketahanan dan

Keluarga;
h. pembeiian bimbingan teknis clan I'asilitasi bidang Ketahanan dan

Keluarga;
i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasn-Ya;
j. penyelenggaraan fungsi lain sesuai rlengan tugas pokok dan fungsinya.

{3} 
-lfalanr 

**I*ku*.rakan fungsinva sebagaimana climaksud pada a}rat l2}, $idang
Ketahanan clan Kesejahteraan Keluarga mempunvai uraian tugas:
a. Memimpin 6a1 mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan rlar:

Ke sejahteraan Keluarga;
b. Merumuskan program rlan kebijakan teknis di birlang Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga sebagai Pedoman keria;
c. Irlenyiailkan nana.n pembinaan dan pembimbingan di bidang Ketahanan rla1r

Ke srj ahteraan Keluarga;
{i. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Ketahanan dan Keseiahteraan Keluarga;
c. Melaksanakan NSIIK di bidang Ketahanan dan Kesejaht.eraan Keluarga;
f. Melaksanaan pernantagan dan evaluasi bidang Melaksanakan NSPK rli bldang

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;

g. Mengkoordilasikan penyelenggaraan kegiatan dengan sekretaris dan kepala bidang
cti iingkup ifinas Pengenrialian Pendi-lcluk rlan Keiuarga Berencana gllna kelancaran
pelaksanaan t-ugas;

h. Membragi tugas kepada staf di lingkuir bidang Ketahanan dan Kese-iahteraa*

Keluarga glrna kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Memtreri petunjuk kepacla staf di lingkup birlang Ketahanan rlan Kesrjahteriiar:

Keluarga berriasarkan tugas rlan {i.rngsi agar terhinclar dari kesalahan;
j. Mesgatpr peiaksaan tugas stal rlilingkup tridang Ketahanall dan Kesejahteraan

Keluarga untuk merrgetahui kesesuaian dengan arahan yang rlibedkan;
k. iVielilai dan mengevaluasi pi:laksanaan tugas staf clilingkup birlang Kel.aheinan <iat:

Kesejahteraan Keluarga sebagai bahan perntrinaan rian pengembangan karier;
L Meiaporkan pelaksanaan tugas kepaeia l(epala Dinas baik iisan rxaupun te:1r:iis

se bagai batran pertallggungjawaban;
Memberikan saran dan pertirnbangan kepada Kepala llinas baik lisan mauXlull

tertulis sebagai bahan pengamtrilan keputusan;
Melaksanakan tugas lain yang cliherikan Kepala l)inas baik lisan illaupun terti"ilirt
guna memperlancar pelaksilnaan tL1gas.

BAB TV

JABATAIS r-UNGSIOUAL
Pasal 1O

Kesejahteraart

Kesejahter*an

111.

idek:mpok Jalratan Fungsional pada
Keluarga FJerencana clapat ditetapkan
r:re lakukan kegiatair sesuai dengzrn
pe ratur*rn perundang- undangan.

lingkungan Dinas Pengenclalian Penrlucluk rlan
rnenurt.t. kebutuhan Yang lnenlpullyai tugas untuk
-jabatan iungsional rnasing-masing berrlasarkan

Pasal 11

{11

i2i

{3}

t4i

Keiompok Jabatan Fungsionai terdir-i dai:i sejumtrah tenaga fungsional vang terbagi
dalam kelornpok sesuai dengan bidang keahliannva"
.iumlah Jabatan Fungsionai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukzur
berdaserrkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis rian jenjapg Jabatan !-ungsional sebagaimana dimaksud pada avat i2), rlialrr
sesuai peraturan pen-inclang-undangan"
Untr-ik memenuhi kebntuhan jabatan fungsional dapat rlilakukan dengi:n
pengangkatan pertama, perpinclahan dan penyesuaian jabatan sesuai peratrrrac
perundang-undangan.
pei:lksanaa.n tugas jabatan fungsional dikor:rdinasikan oleh ketua kelompok jahatan

fr:ngsional sesuai dengan runlpun j abatan masing-masing.
Felaksanaan penilaian prest-asi kerja jatratan fungsinnal sesuai ketent.uan peratura*
perundang-und.angan.

i5)

{s}

x



BAB 1I
?ATA KERJA

Pasal 12

Kepala Dinas dalarn menjalankan tugas clan lungsinya ber6asarkan
kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati sesuai ke1-entuan peratur-an
perundang-undangan"
Kepala Dinas, sekretaris" kepala bidang, kepala subi:agian, pejabal
{bngsinnatr, cian seluruh persanil clalarn lingkungan l)inas melaksanakan
tugas da1l iungsi sesuai clengan ketent-uan perat.urein perundgr:lg-
undangan, serta menerapkan prir:sip hierarki, koordinasi, kerjasan:a,
integrasi, sinkr"onisasi, sirrrplifikasi, akuntabilitas, transpar.a-nsi, serta
efekiifitas dan efisiensi"

Pasal 13

iii Kcpala l)inas, sekretaris" kepala biclang, kepala Sub bagiari, pejabirt
fungsional, dan seluruh personil dal.am lingkungan Dinas *ajlU meoratr:hi
petunjuk dan arahan pimpinan, serta rxeny{trrlpaikan laporan secar"a
herkaia clanlatau sesuai kei:utuhan secara tepat waktu kepada atasan
masing-masing"
Setiap iaporan yang Citerirna sebagairnana climaksurl pada ayat {i} Ciola}:
dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusafi pelaksanaan
kebijakan teknis.
Kepala llinas, sekrel-aris, kepala t:idang, dan kepnla Subbagian 6alanelingkungan Dinas dalairr melaksanakan tlrgasnya, 1aelakukar:
perrgawa-$an, pernantauall, pengenclalian clan evaltrasi, serta
rcelaksanakan rapat koordinasi secara berkala danlatau sesuai
kebutuhan"
Kepala Dinas, sekretaris, kepala bitlang, dan kepala Subbagian elaiam
lingkr-rngan f)inas ru.engembangkan koordinasi dan kerjasama clengan
instansi pemerintah/swasta deilam rangka meningkatkan kineqia ,1a.,
mernperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas"

BAB VI
ITETEITTUAIT PENUTUP

Pasal L4

llengan berlakrinya Peraturan Bupati ini, rnaka Peraturan Bupali Flalmahera Fjarat Nomor B
lhhun 2{}'22 t-entang Kerludukan, Susunan Grganisasi, Tugas dan Fungsi serta 'Iata Kcrja
ilinas l(esehatan, Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencalla Kaliupaten Halmairera
Ifarat dicabut dan clinvatakan tidak belaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Bupati ini
.lengan peneurpatafrnlrs dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

ii]

t?l

{?i

{3}

{+}

Ditetapkan di
pada tanggal:

BUPA'N

: Jailol<r
Ltt 2A)3

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Pem.& Kesra

I{u}<um c1a:r Organisasi JAMES UAITG

BARqT,



Diunrlangkan di : Jaiiolo
pada tanggal : 24 Nlodemb'zr '20'23

SEKRT,TARIS DAE RAH KABUPATtrN HALh{AHI'RA B ARAT,

ry// //t///'/tr-r' //
hITiHAMMAD STAHRIL ABDT'L RA^'AK

EtrRITA D,{TIRAH KABL]PATIIN }{A1.]VIAHFjR{ tsARAT TAHUN 2023 NOIViOR..2F

Sa.tin.arz sesucri deng anz aslirty a.

Kepala Bagian }{ukuur dan Organisasl

Jaffn K. Lalomo, SI{, LL.M
Pi:rrbina IV/a
$ip. 19730128 200604 1 009
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